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PEMBENTUKAN TIM SURVEY PERHITUNGAN

ARUS LALU LINTAS HARIAN RATA - RATA TAHUN 2023
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1.

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan pendataan volume arus lalu lintas
harian di ruas - ruas di wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun
2023, dipandang perlu membentuk tim survey perhitungan arus
lalu lintas untuk melaksanakan pendataan terhadap kendaraan
yang melintas di jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta;

bahwa untuk melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta
tentang pembentukan tim survey perhitungan arus lalu lintas
harian rata - rata Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 2 tentang perubahan kedua atas
Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 834);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang
Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2022 Nomor 101);



LAMPIRAN :  KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR . SIp.oc/kep. U1 -piStiuB 2023
TANGGAL : 3 Jamucrt” 2012
TENTANG . PEMBENTUKAN TIM SURVEY PERHITUNGAN ARUS

LALU LINTAS HARIAN RATA - RATA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM SURVEY PERHITUNGAN ARUS LALU LINTAS HARIAN RATA -
RATA PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

[. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Perhubungan

[I. KETUA : Kepala Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutan

III. SEKRETARIS : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan

IV. ANGGOTA : a. Unsur Pegawai Negeri Sipil

Dinas Perhubungan (3 Orang)
b. Unsur Non Pegawai Negeri Sipil
Dinas Perhubungan (9 Orang)

o@,/ BUPATI PURWAKAR’%-

NH RATNA MUSTIKA



